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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

bahwa dengan semakin berkembang dan
meningkamya pertumbuhan menara telekomunikasi -
yang saat ird begitu pesat, berdampak pada tata ruang
wilayah sehingga mendesak untuk dilakukan
pengendalian agar pemaniaatan ruang mempunyal
manfaat bagi masyarakat;

bahwa guna tercapainya pemanfaatan ruang daerah
yang benar benar bermanfaat bagi kesejahterazm
masyarakat makadiperlukan adanya pengawasan,
pengendalian dan penertiban menara telekomunikasi,
selanjutnya guna oelaksanakanamanat Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu adanya Reiribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

‘bahwa Dberdasarkan pertimbangan sébagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentik
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negai'a
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; '

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat Il Daerah Wilayah Swatantra Tingkat [ Maluku
sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Tghun
1957 Nommor 80};

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 té:ritang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Repulbik Indonesia '
Tahun 1999 Momor 75, Tambahan lembaran Negara -

Republik Indoresia Nomor 3851); |
Undang—Undégg ‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik mdonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dinbab beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor

32 ‘Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor ‘59, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844j; ' : .

UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438); o

Undang-Undang ~Nomor 26 Tahun 2007 tentang

' Penataan Ruang (Lembaran Negara.Republik Indonesia

" Tabun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik

i0.

11.

12.

Tndonesia Nomor 4725);

Updang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah - {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

Peraturan Pemerintah. Nomor 52 Tahun 2000 tentang

. Penyelenggaraan. “Telekomunikasi (Lebaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930}

Peraturan Pemerintah Noxior 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

“Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung {Lembaran

Negara Republik Indonesia “Tghun 2005 nomor 83,

Tambahan - Lembaran - Negara Republik Indonesia

Nomeor 4532);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

_ Négdra Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69

Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Replikasi Daerah Tambahan Lembaran = Negara .

Republik Indenesia Nomor : 5161

L N T e



13. Peraturan Bersama Menteri- Daglam Negeri, Menteri

‘Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika

- dan  Kepala Badan KXoordinasi Penanaman Modal

Nemor 18 ~tahuh < 2009, Nomor 07/PRT/M/2009,

Nomor - 19/PER/M.KOM  INFO/03/2009, Nomer

3/P/2009  ientang Pedoman Pembangurnan dan-
Penggunaan Bersama Menara Telckomunikasi; »

14. Keputusah Menteri Perhubungan ‘Nomor 20 Tahun
“: 2001 - tentang = Penyelenggaraan - - Jaringan
Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi
 dan Informatika-Nomor 30/PER/M.KOMINFC/0%/20; .
15. Peraturan Daerah Kota Amben Nomor. 09 Tahun 2008
- tentang Pembentukan Organisasi .dan Tata -Ketja
Dinas-Dinag Kotd. Ambon. {Lembaran Daecrah. Kota
"Ambonn Tahun 2008 Nomer 9 Seri D Nomor 03,
Tambshan Lemabarari Daerah Nomor 331);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
_ dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan . : PERATURAN = DAERAH  TENTANG = RETRIBUSI
o PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. '

e
KETENTUAN UMUM

© . pasal 1o
' Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan :

Deaerah adalah Kota Ambon. _
Pemerintah Daerah adalah Pemermtah Kota Ambon
"Walikota adalah Wahkota Ambon . .
Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.
Kepa]a Dmas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.

o oD

Telekomunﬂcaa adalah  setiap pe:mancaran, pengmman dan " atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat

" tulisan, gambar, suara dan bunyi melalm s1sttm kawat opt:tk radio atau
31st1m eletromagnetik lainnya. - : :




Menatra, 't'elekbmﬁﬂjkam yang. selan;utnya disebut menara, adalah

bangman—bangzman untuk kepentingan umum yang didirikan di atas
tanah atau bangunan yang merupakan satu keésatuan konstruksi dengan
bangunan gedung yang’ dipergunakan ‘untuk: kepentingan umumn yang
struktur fisiknya dapat- berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai

simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa- simpul, dimana fungsi, desain

den Konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatan

o peraﬂgkat telekomumkam

Menara bersama adalah menara telekomunlkam yang dlgtmakan se:cara_

. bersarna-sama oleh operator penyelenggara telekomumkasrt

10.

11

12,

13.

14.

15.

.Zonasi adalah pembagian pada

Jaringan utama adalah bagian dari Jarmgan mﬁ'astmktur telekomunikasi
yang menghubungkan berbagai elémen jaringan telekomunikasi, yang
dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC),
Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller [RNC}, dan
jaringan transmlsl utama {backbone) transmission).

Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomtmlkam
berdasarkan potensi ruang yvang tersedial

‘pescbaran - peletakan menara
telekomunikasi dan model atau bentuk menara telekomunikasi.

Penetapan Zona Pembangunan Menara. Telekomunikasi adalah kz—glan

penentuan lokasi-lokasi yang dlpenmtukkan bagi pembangunan menara-
telekomunikasi.

Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan vang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Bangunan gedung adalah wujud .fisik hasil pekerjaan konstruksi yvang

‘menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada

di atas dan/atan didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat

tinggal, kegiatan keagamaan, keg1atan usaba, kegiatan social, budaya
maupun kegiatan khusus. '

Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Miik

- Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yvang

16.

18.

miemiliki dan mengelola menara telekomunzkas1 untuk digunakan bersama
oleh penyelenggara telekomumkas1

Pengelola menara adalah badan * ussgha yang - mengelola atau
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. - -

. Pengendalian Menara adalah pembangunan Menara sesltai dengan |

Pembagian Zona dan Zonasi Menara Telekomunikasi.
Jasa Unmam adalah jasa yang disediakan atau chberjkan ole:h pemenntah

- Daetrah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umuim serta dapat'

19,

20,

dinikmati oleh orang pnbad:. atau badan.

KTM adalah koofisien tinggl menara baik dan tltik ‘nol” (Muka Tanah] :
maupun di atas -gedung

Waﬁb Retribusi adalah orang pnbach ataz Badan yang menurut per&turan -
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk mélakukan pembayaran
refribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu




L o1,

20,

23.

24,

Insennf Pemuncrutan Rembum vang selanjuinya d1sebut insentif adalah
Tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargasn -atas lunezj;a :
tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

_ Pemungutan adalah suata’ rangkalan kegiatan mulai dari penghlmpunan

pada objek dan suhbjek -pajak atau rétribusi, perientuan besarnya pajak
atau retribusi yang terutang sampai keglatan penagihan pajak atau pajak -

atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retnbusz serta pengawasan
penyetorannya. : -

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selan;umya dxsmgkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan- Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya d1smgkat

. SKRDLB, adalah surat ketctapan retribusi yang menentukan jumlsh
© . kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

25,

~_ daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagiban Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

- surat untuk melalukan tagihan retribusi dan/atau sanksi a,dmimstratwe
- berupa bunga dan/atau denda. .

26,

Surat Keputusan Pembetulani adalah surat k&pumsan vang membetulkan

- kesalahan tulis, kesalahan hitung,; dan/atau kekeliruan dalam penerapan v

ketentuan tertentu dalam . peratirran -perundang-undangan perpajakan

daerah yagn terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kura_ng Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pagak‘

: . Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
" Pajak Daecrah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan

27,

Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap Surat Pembenta_huan ‘Pajak Terutang, Surat ketetapan Pajak

28.

.Daerah, Surat ketétapan’ Pajak Daerah Kuran Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Xetetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib pajak. :

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan - terbatas, perséroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN]), atan badan usaha milik . .

daerah (BUMD] dcngan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

- koperasi, dana pensmn persekutuan, perkumpulan, ‘yayasan, organisasi .
massa, organisasi-social politik, “atau organisasi lainnya, lembaga dan

29.

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pemerintahan Daerah adalah. Penyelenggaraan urusan pemerinftahan cleh
Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan “dengan prinsip otonomi seluas- -luasnys
dalam system dan prinsip. - Negara Kesatuan Republik Indonesia .
sebagaimana dimaksud daiam Undang—Undang Dasar Negara Republik

-Indonesia Tahun 1945,




- 30. Pemef‘mtah Daerah adalah Walﬂmta dan Perangkat daerah Sf:bagm unsure
penvelengara Pemermtah Daerah.

31. Pejabat adalah pegawai yang dlberl tugas tertentu di bidang pexpa]akaﬂ

daeraly dan/atau retrlbum daerah sesuai: dencan peramran perundang—-
undangan.
32. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang—undangan yang dlbenmk
oleh DPRD Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

. BAB I
NAMA, QBJEK, DAR SUBJEK RETRIBUSI '
' ' Pasal2.

(1} Dengail Hama retnbusz pengendahan menara telekomunlkam dzpungut

retribhasi Sebagal pembayaran  atas pemanfaatan ruang unmk menara,
telekomunikasi & Daerah.

(2} Objek Retribusi Pengendallan Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan
ruang untuk menara telekomunikasi denigan memperhaﬁkaxi aspek taia
ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

3 Subjek Retribusi adalah orang” pnbad1 atau baclan penyedia enara
telekommmikasi bersama dan/ateax’ pe:nyedla tmhenara telekomunikasi
tunggal yang menetima pelayanan pcngendahan menara telekomum.kas1

BAB HI ]
GOLONGAH RETRIBUSI _
' " Pagal 3 )

. Retribusi Pengendahan Menara Telekommikasi dlgoiongkan sebagal Retribusi
Jasa Urmmam. i .

BAB IV :
CARA MENGUKUR TINGEAT PEHGGUNAAN JASA
' Pasal 4

ngkat Penggunaan jasa diukur berd,asarkan ﬁ'ckuen31 pengawasan dan’
pengendalian, peiayanan keamanan .dan pemanfaatan mang menara
telekomunikasi yang dxbcnkan oleh Pemerintah Daetah.

Baxn IV
PRIHSIP DAN SASARAN
' Pasal 5

Ptinsip dan Sasaran dalam penetapan struktu_r dan besamya tarif retribisi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau selurch biaya
penyelenggaraan pelayanan pengendaliari menara telekomunikasi di daerah

dengen memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
eiekiifitas pengendalian atas pelayanan.




_ BAB V _
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

. _Tanf Retnbu*%l pengendahan menatra telekomumkam d1tetapkan sebesar 2 % -

) {dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB
- .menara telekomunﬂca& '

Pasal ?' : '
: Masa Retnbus.t adalah Jangka Waktu yvang lamanya 1 (satu} tahun.

PasaIS

(1 _Besmya tanf retnbu&u sebagalmana dlmaksud pada Pasal 6 ditinjau -
*kembali paling lamia 3 (tiga) tahun sekali.

) (2}_ " Peninjauan tarif retribusi sebagaitnana d1méicsud pada ayat -(1} dj_}_a}g:‘ tkan -
R dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

" {3). Penetapan tarif retribusi sebagamttana dimaksud pada ayat (2) d11:etapkan -

dengan Peraturan Walikota.
- BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pungutan retribusi adalah wilayah Kota Ambon.

: "___BABVII: :
' RETRIBUSI TERHUTANG
Pasat 10

Rem"bum terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumeﬂ lain yang
dlpersamakan .

BAB X
“TATA CARA PEM[INGUTAN DAN
' PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 11
{1} Retnbum tidak dapat dlborongkan

{2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atay: dokmen lam yang
dipersamakan.

@) Dokumen lain yang mpersamakan sebagaimana dimaksud pada a.yat (2}
dapat berupa karcis, kupon dan karfu langganan - :



‘BAB X
TATA CARA PEMB&YARAN RETRIBUSI
. _ - Pasal" 12
(1) Pe,mbayaran Rembus:t harus dxlakukan secara tunai.

{Z}) Pembayatan retribusi terutang scbagaimana dnna_ksud pada ayat (1
dilakukan selembai-lambatoya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD
atau dokumen lainyang dipersamakan. '

{3} Pembayaran Retribusi’ dilakuken di Kas Daera.h atau Lempat fwin yang

ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan: dengan menggunakan SEKRD atatr .

dgokumen lain vang dlpersamakan

(4} Dalam hal pembayaran dﬂa]s:ukan d1 tempat lain yang ditunjuk, maka hasil

pungutan Retribusi wajib disetor . ke Kas Daerah' _selambat-lambatriya,
‘1 x 24 jarm. :

Pasal 13

{lj Pembayaraz: Re’mbus; sebagalmana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan
Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

(2) Scltiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan;

(3} Bentuk Isi, ukuran buku tanda bukti pembayvaran dan buaku. penenmaan
. retribusi sebagaimana -dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAD XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

‘Pasal 14. :
{1) Walikota. dapat memberikagt pengurangan kermganan dan pembebasan :
 besarnya retribusi. .

(2) Walikota dapat rnemberﬂcan Lermganan kepada wapb retribufﬂ untuk
mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun wakiu yang ditentukan
dengan alasan yang dapat dlpertanggung] awabkar. _

(3) Tata cara pemberian pengurangan kermganan dan pembebasan rembum

scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1m dltctapkan dengan Peraturan
Wahkota :

BAB XTI |
PEMANFAATAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Pemanfaatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dlutamakan

untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan
pengendahan menara telekonrnikasi.




" ' [2)Keterituan mengenai alokasi pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud
. bada ayat 1. disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Kota dan ditetapkan
+  dengan peraturan Walikota.

_ ~ BAB X1II
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
' Pasal 16

1} Instansi yang melaksanakan permungutan retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu. :

' 2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanA melalui
© Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ;

~ 3} Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

- 4) Bésaran pembayaran insentif ditetapkan oleh Walikota .

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASIT
Pasal 17 )
" (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar telfiat' waktunya atau kurang
bayar dikenakan sanksi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari
besarnya retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih
dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah {STRD).

{2) Penagihan' retribusi ebagimana dimaksud pada ayat {1} didahului dengan
surat teguran. :

. (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dikenakan
tindakan administrasi berupa :

& Pembekuan izin yang diberikan bagi yang tidak- me

dari 6 (eham) bulan tanpa alasan yang jelas;

b. Pencabutan izin yang diberikan bagi yang tidak memperpanjang izin lebih
+ dari 1 {satu) tahun tanpa alasan yang jelas.

mperpanjang. izin lebih

: .(4}.Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 19

(1} Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi
. kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retfribusi.




) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat - (1)
tertangguh jika :- . . :

‘a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retnbum dan Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

{3) Dalam hal diterbitkaii surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2y

huraf a, kedaluwarsa. penagihan dihituntig sg;ak tanggal dltemnanya surat
teguran tersebut.

{4) Pengakiuan utarg retribusi secara Iangsung sebaga}mana ditnaksud pada’
ayat {2} huruf b adelah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mepunyai utang retribnisi dan ‘belum melunasmya kepada Pemerintah
Daerah

-

(5) Pengakuan utang retribusi secara tzdak Iangsung sebagaunana dlIIlE!kSHd o
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan. permohonan aigsuran
penundaan pembayaran dan: permohonan kebératan Gleh &jib Retribusi.

Pasai 20

{1} Pmtang refribusi yang tidak muzlglﬂn ditagih karena hak untuk melakukan
. pepagihan sudah kedaluiwarsa dapat Hihapuskan,

(2) Walikota menectapkan Képutiisan Penghapusan Piutang Retr1bus1 Kota yang
" . ‘sudah kedaluwarsa sebagaimarna dimaksud pada ayat (1)

.(3) Tata cara penghapusan p1utang I‘Eﬁ'lbUS:{ yvang sudah. kedaluwa;rSa
dltetapka:n dengan Peraturan Wahkota ' .

- BAB XVI _
KETENTUAN PIDAHA
Pasal =%

( }Wa31b Tembum yang ‘adak melaksanakan kewajlban seh]ngga merugjkan :
- keuangan Dacrah diancam pidana kurungarn palng lama: 3 (tiga) bulan atan

pidana paling banyak 3 (tzga} kali jumiah retribusi terutang yang tidak atau X
kurang dibayar. - :

(2} Tirrdak pidana seba,gam:nana d:maksud pada ayat (1} adalah pelanggaran

(3) Denda sebagaimana dimaksud dzdlam “ayat {1) mempakan pene_rlmaah
Negara. o

 BAB XVIT
PENYIBIKAN N
Pasal 22

{1} Penyidik Pegawal Negen Slpﬂ (PPNS] di hngkungan Pemermtah Daerah
- diberi ‘wewenangan kindsus sebagal penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana’ di bidang Refribusi Daerah sehagaunana dJmaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
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' [Q)A.chenang penyidikan sebagalm:ana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
~adalah: . . - . ,

: B

u

_ terhadap bahan bukti tersebut;
‘Meminta . bantuan - tenaga  ahli dalam rangka pelaksanaan  tugas

Meneritha, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau.
laporan dari berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerab

 agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Menelit, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

- atan badan tentang -kebenaran perbustan yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah; .

Meminta ketdinfigan dan bahan bukti dari oreng pribadi atau badan
"sshubungan tifidak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenan dengan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; - _ _
Melakukan penggeledahan untuk - mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

penyidikzan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
Menyuruh berhenti  dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan '

memeriksa identitas orang, benda dan/atan dokumen yang dibawa;
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah;

Memanggil orang untuk mendengar keterangan dan memeriksanya sebagai '
tersangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perfu untuk kelancaran pényidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

' pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan -
hasilnya kepada penuntut umum melahii penyidikan Polisi Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

_ BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang terkait
dengan pembangunan menara telekomunikasi berpedoman kepada Peraturan
Daerah ini.
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Pasal 24
" puratiran Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahui, memenntahkan pengudangan Perataran
Dae'-ah 1 deﬁgan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon . o

Ditetapkan dlAmbon _ T
o Lo ggaiSJuhQ,Olz

' Diundangkan di Ambon
L ,pada tanggafi 3 Juli 2012

'

[ 4
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PENJELASAN ATAS
. PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 15 TABUN 2012

TENTANG

PENGENDAL}'AN MENARA TELEKOMUNIKASI

YR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 teniang

.Pemeﬁntahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, terkait dengan itu maka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

- {APBD) untuk pembiaiyaan penyelenggaran  pemerintahan  dan

" pembangunan di daerah, maka salah satu sumber Pendapatan Asl Daerah

(PAD) adalah berupa Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undarg-

Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
" Daerah. ' '

Dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi
Peraturan Daerah, diharapkan Pemerintah Kota akan lebih mampu
melaksanakan Otonomi Daerah dalam hal ini Dibidang Informasi dan

" Kominikais Kota Ambon.

PASAI DEMI PASAL
Pasal 1

Culkip jelas

~ Fasal 2

Cukup jelas

‘Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Culaip jelas

Pasal 5

Culkup jelas
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Yang dimaksud dengan zona pengendalian Menara Telekommunikasi
adalah Daerah-dacrah tertentu yang telah ditetapikan untuk
dibangun Menara TPlekomumkaq

Pasal 8

Yanug dimaksud dengan Titlk koordinat adalah &itik j’aﬁg }

dinyatakan dengan koordinat geografis sebagai titik referensi Jokasi
pembangunan menara telekomunikasi,

Peisal ® _
yvang dimaksud dengan :
' PNp: pendapatan Netto {bersm) penyelenggara

0,5% : besar persentase refribusi
Tr : Tarif retribusi

Ktrn : koofisien tinggi menara
. Nr: Nilai Retribusi ‘
Tr adalah hasil perkalian PNp = 0,5% dikalikan denga:a Kim
Contoh : =PNp x0,5%
= Trx Ktm
= Nr _

Culap jélas

‘Pasal 11
Culkup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 1S5
_ ukup jelas
Pasal 16
Cump jelas

Pasai 17
Cukup jelas
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. Pasal 18

Yang dimaksud dengan mengisi surat pendaftaran objek retribusi
Daerah adalah untuk mengetahui dengan jelas objek dan subjek

. refribusi.
" ‘Pisal 19
Cukup jelas
Pasal 20
_ Cukup jelas
Pasal 21
. Cukup jelas
Pasal 22
Culcup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 273
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